BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Teori

1. Konsep Manajemen

Manajemen adalah ilmu terapan yang dapat dimanfaatkan untuk
membantu manajer dalam memecahkan masalah organisasi. Manajemen dapat
diterapkan dalam bidang kesehatan untuk memecahkan masalah program.
Manajemen adalah bagaimana ilmu dan cara seseorang untuk mencapai tujuan
organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien, efektif
dan rasional. Inilah prinsip pokok yang menjadi ciri utama penerapan manajemen
yaitu efisien dalam pemanfaatan sumber daya, efekif dalam memilih alternatif
kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, dan rasional dalam pengambilan
keputusan.(Muninjaya, 1999). Sedang Stoner,dkk (1994: 7) mengemukakan
bahwa manajemen adalah proses merencanaan, mengorganisasian, memimpin
dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunaan sumber
daya-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Menurut Muninjaya (1999) seorang pimpinan puskesmas yang bertugas
mengkoordinir pekerjaan staf harus memahami betul tujuan organisasi yang
ingin dicapai dan juga harus mengajak staf untuk mengerti dan memahami tujuan
organisasi ke dalam tujuan program yang lebih bersifat operasional. Prosedur
kerja, koordinasi, dan kegiatan program yang dikembangkan oleh staf di unit
kerja masing-masing dapat digunakan untuk menilai proses dan tingkat
partisipasi mereka mencapai tujuan operasional masing-masing program. Dalam

aktifitas rutin manajemen, seorang pimpinan puskesmas harus mampu



menjabarkan secara operasional kegiatan yang akan dilaksanakan oleh staf
guna mencapai tujuan unit-unit pelayanan yang sinkron dengan tujuan
puskesmas.

Menurut Siagian (1989), organisasi bisa berhasil mencapai tujuan
tergantung pada faktor-faktor seperti: (1) apakah kelompok manajerial dalam
suatu organisasi mampu atau tidak menjalankan fungsi-fungsi manajemennya,
(2) apakah tersedia tenaga operasional yang mampu secara teknis dan
mempunyai keterampilan yang sesuai dengan berbagai tugas yang
diselenggarakannya, (3) apakah anggaran yang memadai tersedia untuk
pembiayaan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan untuk diselenggarakan, (4)
tersedianya sarana prasarana kerja baik jenis, jumlah maupun mutu yang sesuai
dengan kebutuhan, (5) mekanisme kerja yang tingkat formalitasnya disesuaikan
dengan kebutuhan organisasi, (6) iklim kerja yang harmonis dan kerjasama yang
baik antar satuan kerja dalam organisasi, dan (7) situasi lingkungan yang
diharapkan mendukung pelaksanaan kegiatan operasional.

Rosemary (1980) mengatakan bahwa manajemen, secara singkat dapat
di defenisikan sebagai suatu upaya untuk mengerjakan sesuatu hal dengan
perantaraan orang lain. Sedang maksud dari manajemen itu ialah demi
mendapatkan hasil guna dan daya guna usaha. Fungsi pokok dari manajemen
adalah Perencanaan, Pelaksanaan serta Penilaian.

Sedangkan Terry (1974:4) mengemukakan bahwa manajemen adalah
suatu proses khas vyang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk
menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan

tenaga manusia dan sumber daya lainnya.
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Dari beberapa defenisi manajemen Mukhyil dan Saputro (1991)

mengatakan bahwa pengertian manajemen dapat dilihat tiga pengertian:

a. Manajemen sebagai suatu proses telah ditetapkan

b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia, yaitu suatu kumpulan dari
orang-orang yang bekerjasama, kumpulan orang-orang inilah yang disebut
dengan menajemen, sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap
terlaksananya suatu tujuan atau berjalannya aktifitas manajemen disebut
manajer.

c. Manajemen sebagai ilmu dan seni, melihat bagaimana aktifitas manajemen
dihubungkan dengan prinsip-prinsip manajemen.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa
manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit
(Handoko, 1994). Manajemen dilakukan melalui proses dan berdasarkan urutan
dari fungsi-fungsi manajemen (Hasibuan, 1996).

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen di atas, dapat dikatakan
bahwa manajemen memiliki beberapa ciri antara lain:

a) Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan

b) Manajemen sebagai proses; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan
pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan

c) Tersedia sumber daya; manusia, material dan sumber lain

d) Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara efisien
dan efektif

e) Terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut (manajer)

f) Penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian yang

harus dimiliki oleh manajer.
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2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Pelaksanaan manajemen memerlukan tugas-tugas khusus yang harus
dilaksanakan yaitu fungsi manajemen. Sedangkan Mukhyil dan Saputro, (1991:
7) mengemukakan bahwa untuk mencapai suatu tujuan dalam pelaksanaannya,
manajemen dilakukan melalui fungsi-fungsi tertentu, tetapi sampai sekarang
belum ada kesepakatan apa yang menjadi fungsi manajemen, tetapi beberapa

ahli mengatakan sebagai berikut:

a. Perencanaan (planning)

Menurut Siagian (1989), perencanaan  vyaitu usaha sadar dan
pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-
hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perencanaan adalah pemilihan atau pemilihan atau penetapan tujuan
organisasi dan penentuan strategik, program, prosedur, metode, sistem,
anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan
merupakan proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan cara
pencapaian. Perencanaan berawal dari pemikiran pekerjaan apa yang harus
dilakukan, bilamana dan dengan cara apa, komponen kerja apa yang harus
dibuat, bagaimana kontribusi dan cara kerja tiap komponen (Stoner, dalam
Atmosudirdjo, 1982). Fungsi perencanaan akan lebih tepat bila dirumuskan
sebagai penetapan tujuan, kebijaksanaan (policy), prosedur, program, aturan
dan anggaran (Manullang, 1996).

Menurut Hasibuan (1996: 95), Perencanaan adalah memilih dan

menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi
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mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan
merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang
diinginkan.

Tahapan yang dilalui oleh kegiatan perencanaan adalah menetapkan
tujuan organisasi, merumuskan kondisi organisasi saat ini, baik kekuatan dan
kelemahan, mengidentifikasikan lingkungan organisasi baik tantangan dan
hambatannya, serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Duncan, 1996).

Menurut Green (1992), tahapan siklus perencanaan adalah:

Gambar 1.
/ Analisis Situasi \
Evaluasi Menentukan
prioritas, tujuan,
T dan sasaran
Pelaksanaan dan v
Pemantauan Menilai pilihan

\ Program dan /
anggaran

Sumber : Green,A, (1992), An Introduction To Health planning In

Develoving Countries

1. Analisis situasi meliputi: situasi sekarang dan proyeksi situasi kesehatan
kedepan, mengamati pola demografi, kebutuhan kesehatan saat ini dan
mendatang, keadaan sosio ekonomi, perlengkapan jasa non kesehatan dan
infrastruktur pelayanan kesehatan, pola pelayanan, struktur organisasi,
sumber daya kesehatan: keuangan, tenaga, kebijakan pilitik dan lingkungan

2. Menata prioritas: menentukan tujuan, sasaran dan target dengan dasar
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analisis situasi, terutama kebutuhan kesehatan dan sasaran kebijakan
organisasi yang lebih luas; perlu ditelaah apakah prioritas tersebut layak
secara sosial politis dan dari ketersediaan sumber daya

3. Penilaian pilihan: memikirkan dampak pada tiap pilihan, bagaimana efeknya
pada target kesehatan, bagaimana menerapkan sumber daya (cost
effectiveness), adakah hambatan teknis dan sosial dalam pelaksanaannya

4. Program dan anggaran: hasil dari yang tersebut diatas, dibuat menjadi satu
seri program, lengkap dengan anggaran dan perlengkapannya.

5. Pelaksanaan dan pemantauan; program dijabarkan dalam waktu, anggaran
dan kegiatan sehingga merupakan gambaran opersional/ rencana kerja;
bagian terpenting dari proses ini adalah pemantapan pelaksanaan kegiatan.

6. Evaluasi: proses evaluasi dari perencanaan merupakan dasar untuk analisis

situasi berikutnya, sehingga perencanaan merupakan suatu proses dinamis,
lebih merupakan usaha yang naik ke arah perbaikan secara spiral tanpa ada
akhir.
Informasi yang diperlukan pada evaluasi adalah informasi dasar mengenai
situasi yang menuntut prioritas, informasi luaran mengenai keadaan setelah
kegiatan, informasi input mengenai sumber daya yang digunakan dalam
program, dan informasi proses mengenai pelaksanaan proses dari suatu
kegiatan. (Green, 1992).

Perencanaan adalah suatu jenis pembuatan keputusan untuk masa
depan spesifik yang dikehendaki oleh manajer bagi organisasi mereka.
Merupakan proses yang berkesinambungan yang mencerminkan dan
menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lugkungan sekitar organisasi.

Dalam organisasi, perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan memilih
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cara untuk mencapai sasaran tersebut. (Stoner, 1996).

Menurut Ansoff dan Bredenburg yang dikutip dari Azwar (1996),
perencanaan menetapkan pengarahan dan menetapkan berbagai hambatan
yang diperkirakan ada dalam menjalankan suatu program, guna dipakai sebagai
pedoman dalam organisasi. Perencanaan adalah proses dasar dimana
menajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya dengan melakukan
pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus
dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Handoko, 1999).

Tanpa adanya suatu perencanaan yang baik, setiap organisasi akan
mengalami kegagalan, atau paling tidak dalam mencapai tujuan kemungkinan
akan timbul suatu hal yang tidak diharapkan oleh karena perencanaan pada
hakekatnya menetapkan apa yang akan dilakukan, bagaimana dan siapa yang
melakukan, sebelum pekerjaan itu sendiri dilaksanakan.

Tiga aspek pokok dalam lingkup perencanaan yaitu:

1. Hasil dari pekerjaan perencanaan (outcome of planning) yang disebut dengan
nama rencana (plan), yang dapat berbeda antara satu pekerjaan perencanaan
dengan pekerjaan perencanaan lainnya.

2. Perangkat perencanaan (mechanic of planning) adalah satuan organisasi
yang ditugaskan dan atau yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pekerjaan perencanaan. Pada organisasi yang besar dan kompleks,
perangkat perencanaan ini mungkin satu biro khusus, sedangkan pada
organisasi kecil mungkin hanya dijabat oleh beberapa orang staf saja.

Proses perencanaan (process of planning) adalah langkah-langkah yang
harus dilaksanakan pada pekerjaan perencanaan. Berbeda halnya dengan hasil

dan perangkat, proses perencanaan pada dasarnya adalah sama untuk berbagai
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pekerjaan perencanaan (Azwar, 1996).

Menurut Collins dan Laughlin (1998) proses perencanaan dibagi dalam
tiga tahap yaitu analisis situasi dan keadaan saat ini, menentukan keadaan masa
depan yang dikehendaki, serta pelaksanaan dan strategi untuk mencapainya.

Analisis situasi membutuhkan keterampilan dalam mengumpulkan data
yang akurat, membangun informasi jaringan kerja dan menilai budaya organisasi.
Sedangkan tahap menentukan keadaan masa depan berupa membentuk tim
perencanaan, menentukan tujuan, visi dan misi, serta menggali gagasan baru
melalui curah pendapat, teknik delpi dan sebagainya. Sedangkan pada tahap
pelaksanaan yang dilakukan adalah evaluasi melalui POA, langkah operasional
bagaimana target dapat dicapai, kapan pelaksanaan dan sumber daya yang
dilibatkan. Konsekuensi pada langkah operasional adalah identifikasi staf dan
kebutuhan pelatihan yang diperlukan.

Menurut  Wijono (1996), asas-asas dalam perencanaan antara lain
sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan situasi masa depan berdasar sumber daya yang ada

2. Member petunjuk tentang penggerakan dan pelaksanaan dalam pencapaian
tujuan

3. Dengan adanya perencanaan memudahkan pengawasan dan pengendalian,
karena indikatornya sudah dijelaskan sejak dini dalam proses perencanaan

4. Dapat mendorong peningkatan upaya penelitian dan pengembangan.

Perencanaan merupakan suatu kegiatan menetapkan tujuan organisasi
dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan
manfaat perencanaan menurut Kertonegoro (1994) sebagai berikut:

1. Perencanaan menilai arah kemana organisasi harus berjalan sehingga
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mencegah penyimpangan dari arah menuju tujuan
2. Perencanaan mengurangi ketidakpastian dengan mengantisipasi keadaan
dari perubahan yang mungkin terjadi
3. Perencanaan menekan pemborosan dengan melakukan koordinasi
sebelumnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih
4. Perencanaan menetapkan tujuan yang dicapai sehingga merupakan dasar
untuk menetapkan standar pengawasan
Tanpa adanya suatu perencanaan yang baik, setiap organisasi akan
mengalami kegagalan, atau paling tidak dalam mencapai tujuan kemungkinan
akan timbul suatu hal yang tidak diharapkan oleh karena perencanaan pada
hakekatnya menetapkan apa yang akan dilakukan, bagaimana dan siapa yang

melakukan, sebelum pekerjaan itu sendiri dilaksanakan.

b. Pengorganisasian (organising)

Untuk menjamin terlaksananya perencanaan dengan baik, diperlukan
pengorganisasian yang tepat. Pengorganisasian ialah keseluruhan proses
pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan
tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat
digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1989).

Handoko (1994), mengemukakan pengorganisasian merupakan proses
penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber
daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.

Struktur organisasi didefenisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal
dengan mana organisasi dikelola. Dengan struktur organisasi yang tepat, maka

dapat dimungkinkan adanya suatu pembagian kerja yang baik.
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Untuk mencapai tujuan organisasi perlu disusun perincian-perincian
tugas yang akan dilakukan anggota organisasi, perincian ini sedapat mungkin
disesuaikan dengan keahlian yang dimliki, tingkat pendidikan, pengalaman, serta
kemampuan seseorang agar organisasi dapat beroperasi dengan baik. Dengan
perincian tugas yang baik dapat dijaga terjadinya tumpanh tindih pekerjaan pada
unit yang berbeda, sehingga didapat hubungan dari masing-masing bagian yang
ada (Nasution dalam Handoko, 1994).

Proses pengorganisasian menurut Prayitno (1997) adalah memahami
tujuan, menetapkan tugas pokok dan perincian kegiatan, pengelompokan
tugas/jabatan, penyusunan struktur organisasi dan depertementasi, penyusunan
otoritas organisasi, penyusunan jabatan/staffing, dan fasilitating.

Pengorganisasian mengandung pengertian kegiatan pengaturan maka
pekerjaan pengorganisasian merupakan suatu proses. Proses pengorganisasian
adalah menyangkut pelaksanaan langkah-langkah yang harus dilakukan
sedemikian rupa sehingga semua kegiatan yang akan dilaksanakan serta tenaga
pelaksana yang dibutuhkan, mendapatkan pengaturan yang sebaik-baiknya,
serta setiap kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki penanggung jawab
pelaksananya (Azwar, 1996 : 252)

Dari uraian tersebut, bahwa fungsi pengorganisasian dapat dirumuskan
sebagai keseluruhan aktifitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang
serta penetapan tugas, fungsi, wewnang serta tanggung jawab masing-masing
dengan tujuan terciptanya aktifitas-aktifitas yang berdaya guna dan berhasil guna
dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu.

c. Penggerakan (actuating)

Perencanaan dan pengorganisasian akan terjamin keberhasilannya,
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apabila organisasi tersebut mampu memberikan berbagai pengarahan kerja dan
mengkoordinirnya melalui suatu proses penggerakan. Terry (1986),
mengemukakan penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar
semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar
sesuai dengan perencanaan manjerial dan usaha-usaha organisasi.

Menurut Handoko (1994), penggerakan berarti pengarahan yang berarti
bahwa manajer mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi bawahan dan
menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan
secara paling baik.

Penggerakan atau actuating adalah fungsi manajemen yang sebenarnya
merupakan penggabungan dari pada beberapa fungsi-fungsi manajemen lainnya
yang berhubungan erat satu sama lainnya (Atmosudirdjo, 1982). Siagian (1989),
mengemukakan pengorganisasian yaitu keseluruhan usaha, cara, teknik dan
metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja
dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien,
efektif dan ekonomis.

Sutopo (1996) mengemukakan actuating adalah proses kegiatan yang
harus dilakukan untuk membina dan menggerakkan para anggota organisasi
demi tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Prayitno (1997: 59) penggerakan adalah sebagai rangkaian
kegiatan yang berhubungan dengan aktifitas mempengaruhi orang lain agar
mereka suka melaksanakan usaha-usaha kearah pencapaian sasaran/tujuan
administrasi, sedangkan fungsi penggerakan untuk membuat para anggota
melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan untuk mencapai

tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan.
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Kegiatan-kegiatan dalam fungsi pergerakan antara lain:

1) Alat-alat penggerak seperti perintah /instruksi. Pemberian motivasi agar
mereka mau bekerja dengan ikhlas.

Menurut Terry (1999) motivasi adalah sebagai usaha agar seseorang
dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semangat karena ia ingin
menyelesaikan tugas manajer, menciptakan koordinasi-koordinasi kerja, yang
akan membangkitkan dan mempertahankan keinginan untuk bersemangat.

Pendekatan dalam memotivasi petugas menurut Terry (1999):

- Partnership, diasumsikan bahwa pegawai tidak menyukai pekerjaan,
namun mereka akan melakukannya dengan baik bila mereka mempunyai
perasaan bahwa mereka berpartisipasi dalam hasil kegiatan, untuk
menimbulkan motivasi, pimpinan perlu bersikap ramah dan penuh
pertimbangan, menghindari konflik-konflik dan menciptakan kondisi kerja
yang nyaman.

- Pendekatan produktifitas, dimana lebih menekankan pada imbalan yang
didasarkan pada produktifitas kerja, pelaksanaan tugas dihitung dengan
tepat dan pelaksanaan tugas diberikan imbalan yang memadai.

- Pendekatan pemenuhan kepuasan, terdapat sutau usaha untuk
memberikan perhatian terhadap kebutuhan manusiawi dan memberi
kepuasan melalui kondisi kerja.

2) Leadership/ Kepemimpinan

Anoraga (1995) mengemukakan kepemimpinan adalah mempengaruhi
orang lain dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
mempengaruhi orang lain dalam hal ini adalah bawahan atau petugas.

Menurut Handoko (1999) para pemimpin dapat mempengaruhi moral
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dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat
prestasi suatu organisasi. Kepemimpinan adalah bagian penting manajemen
tetapi tidak sama dengan manajemen, kepemimpinan merupakan
kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar
bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen mencakup kepemimpinan,
tetapi juga mencakup fungsi-fungsi lain  seperti  perencanaan,

pengorganisasian dan pengawasan.

d. Pengawasan dan pengendalian

Siagian (1989), mengemukakan pengawasan yaitu proses pengamatan
dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan
yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

sebelumnya.

Menurut Mocker (dikutip dari Handoko, 1994) mengemukakan bahwa
defenisi pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk
menetapkan standar, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan
kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan
dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif
yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi dipergunakan

dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Jenis pengawasan menurut Mukhyil (1999), sebagai berikut:

1) Pengawasan pendahuluan (feed word control) dilakukan sebelum kegiatan
dilaksanakan.

2) Pengawasan semasa (concurrent control) dilakukan sewaktu kegiatan
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berlangsung
3) pengawasan umpan balik (feed back control) dilakukan setelah kegiatan
dilakukan.
Didalam melakukan pengawasan terdapat beberapa tahap yang harus
dilakukan yang disebut dengan proses pengawasan, terdiri dari: (Azwar, 1996)
1) Merumuskan rencana
2) Tujuan dan standar pengawasan
3) Merumuskan rencana, tujuan dan standar
Melakukan pengukuran terhadap standar yang telah ditentukan :
1) Membandingkan hasil dengan standar
2) Pengukuran standar yang telah ditentukan

3) Menarik kesimpulan dan melakukan tindak lanjut

Stoner (1994 : 117) pengendalian adalah proses dimana seorang
manajer dapat memastikan bahwa aktifitas yang aktual sesuai dengan yang
direncanakan, proses pengendalian mengukur kemajuan kearah tujuan tersebut
dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan

tersebut tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan.

3. Pelayanan Kesehatan

Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal,
banyak hal yang dapat dilakukan. Salah satu diantaranya yang dipandang
mempunyai peranan yang sangat penting adalah menyelenggarakan pelayanan
kesehatan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun individu.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah suatu prosedur kompleks yang

melibatkan pelayanan paripurna: kegiatan preventif, promotif, kuratif, dan
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rehabilitatif. (Wijono, 1999: 559).

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri
atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun
masyarakat. (Azwar, 1996). Menurut Hodgetts dan Cascio (Azwar, 1996), jenis

pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu:

1. Pelayanan Kedokteran

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran
(medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat
sendiri ( solo practice) atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi.
Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan,
serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat
(public health services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang
umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya
untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit,

serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.

Untuk dapat disebut sebagai suatu pelayanan kesehatan yang baik, serta
agar pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, menurut
Azwar (1996), harus memiliki berbagai persyaratan pokok. Adapun persyaratan
pokok yang dimaksud adalah:

1. Tersedia dan berkesinambungan
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Pelayanan kesehatan harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat
berkesinambungan (continous). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan
yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya
dalam masyarakat ada pada setiap saat yang dibutuhkan.

. Dapat diterima dan wajar

Pelayanan kesehatan harus dapat diterima (acceptable) oleh masyarakat
serta bersifat wajar (appropriate). Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak
bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan mereka.

. Mudah dicapai

Pelayanan kesehatan harus dapat dicapai (acceptable) oleh . pengertian
ketercapaian yang dimaksud terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian
untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan
distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.

. Mudah dijangkau

Pelayanan kesehatan harus mudah dijangkau (affordable) oleh masyarakat.
Pengertian keterjangkauan dimaksud terutama dari sudut biaya. Untuk dapat
mewujudkan keadaan yang seperti ini harus dapat diupayakan biaya
pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi
masyarakat.

. Bermutu

Pelayanan kesehatan harus bermutu (quality). Pengertian mutu yang
dimaksud adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai
jasa pelayanan, dan di pihak yang lain tata cara penyelenggaraannnya sesuai

dengan kode etik serta standar yang telah ditentukan.
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Menurut Saifuddin, syarat pelayanan kesehatan yang baik, setidaknya
dapat dibedakan atas 13 macam, yakni selain 7 (tujuh) seperti yang telah
disebutkan oleh Azwar di atas, masih ada 6 (enam) syarat lagi yang harus
dipenuhi, yaitu bahwa pelayanan kesehatan hendaknya bersifat menyeluruh
(comprehensive), terpadu (integrated), bersifat adil/merata (equity) dan mandiri
(sustainable), efektif (effective), efisien (efficient). Lebih lanjut Saifuddin
menyatakan bahwa ketigabelas syarat tersebut sama pentingnya, namun pada
akhir-akhir ini di satu pihak makin majunya ilmu dan tehnologi kedokteran, di
pihak lain makin baiknya tingkat pendidikan serta keadaan sosial ekonomi
penduduk, tampaknya syarat mutu (quality) dalam pelayanan kesehatan makin

betambah penting. (Saifuddin, 2001)

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Muninjaya (2004) bahwa
pelayanan kesehatan yang dikembangkan di suatu wilayah harus dijaga arahnya
agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Kriteria sebuah pelayanan kesehatan di suatu wilayah harus jelas, demikian pula
dengan tujuan operasionalnya. Kriteria umum sebuah pelayanan kesehatan
sebagai bagian dari pelayanan publik terdiri dari:

1. Pelayanan bersifat komprehensif yaitu untuk seluruh masyarakat yang ada di
suatu wilayah (availability)

2. Dulaksanakan secara wajar, tidak melebihi kebutuhan dan daya jangkau
masyarakat (approriateness)

3. Dilakukan secara berkesinambungan (continuity)

4. Dapat diterima oleh masyarakat setempat (acceptability)

5. Terjangkau oleh masyarakat pada umumnya (affordable)

6. Manajemennya harus efisien (efficient)
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7. Selalu terjaga mutunya (quality)

Dalam pelayanan kesehatan menurut Azwar (1996), terdapat 4 (empat)
unsur pokok yang sangat berperan menentukan berhasil atau tidaknya program
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, unsur-unsur tersebut yakni unsur
masukan (input), unsur proses (process), unsur lingkungan (environment), serta
unsur keluaran (output). Uraian dari masing-masing unsur secara sederhana

dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Unsur masukan (input), ialah semua hal yang diperlukan untuk
terselenggaranya pelayanan kesehatan, antara lain ialah tenaga pelaksana
(man), dana (money) dan sarana (material). Apabila tenaga, sarana (kualitas
dan kuantitas) tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (standard of
personnels and facilities), serta jika dana yang tersedia tidak sesuai dengan
kebutuhan, maka sulit diharapkan baiknya mutu pelayanan (Fromberg; 1998,
Bruce; 1990, Gambone; 1991). Katz dan Green, mengemukakan bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan petugas terhadap standar adalah
kemampuan petugas itu sendiri, fasilitas dan peralatan serta prosedur.

b. Unsur lingkungan (environment), adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi
pelayanan kesehatan. Untuk suatu institusi kesehatan, keadaan sekitar yang
terpenting adalah kebijakan (policy), organisasi (organization) dan manajemen
(management). Secara umum disebutkan apabila kebijakan, organisasi, dan
manajemen tersebut tidak sesuai dengan standar dan atau tidak bersifat
mendukung, maka sulit diharapkan baiknya mutu pelayanan kesehatan
(Donabedian; 1980).

c. Unsur proses (process), yaitu semua tindakan yang dilakukan pada pelayanan
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kesehatan. Tindakan tersebut secara umum dibedakan atas dua macam yakni
tindakan medis (medical procedures) dan tindakan non medis (non medical
procedures). Disebutkan apabila kedua tindakan ini tidak sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan (standar of conduct), maka sulit diharapkan
baiknya mutu pelayanan (Pena, 1984).

d. Unsur keluaran (output), adalah yang menunjuk pada penampilan pelayanan
kesehatan yang diselenggarakan (performance). Terdapat dua macam
penampilan, yakni penampilan aspek medis (medical performance) dan

penampilan aspek non medis (non medical performance)

Menurut Muninjaya (2004), analisis sistem pada program pelayanan
kesehatan terpadu terdiri dari komponen input, process, output, effect, dan
outcome (impact), dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Input terdiri dari 6 M: Man (staf), Money (Dana), Material (Logistik dan Alat-
Alat), Metode (Ketrampilan, prosedur kerja, peraturan, kebijaksanaan dan
sebagainya), Minute (Jangka waktu pelaksanaan kegiatan program), Market
(sasaran masyarakat yang akan diberikan pelayanan program/kelompok
masyarakat dan persepsi).

b. Process terdiri dari: Perencanaan (P1), Pengorganisasian (P2), Penggerakkan
dan Pelaksanaan serta Pengawasan dan Pengendalian (P3) yaitu untuk
kelancaran kegiatan (kegiatan pokok dan kegiatan terintregrasi) dari program
Puskesmas (Pengobatan, Lab, KIA, KB, P2M, Usaha Peningkatan Gizi
Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, PKM)

c. Output: Cakupan kegiatan program yaitu jumlah kelompok masyarakat yang
sudah diberikan pelayanan kesehatan (memerator) dibandingkan dengan

jumlah kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program (denominator).
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Pelayanan yang diberikan sesuai dengan program pokok Puskesmas
(Comprehensive health care servuces yaitu, Promotive, preventive, curative,
rehabilative dan terminal stage health care).

d. Effect: Perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat yang diukur
dengan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan
yang tersedia

e. Outcome (Impact): Dampak program yang diukur dengan peningkatan status
kesehatan masyarakat. Ada empat indikator yaitu: tingkat dan jenis morbilitas
(kejadian sakit), mortalitas (tingkat kematian spesifik berdasarkan sebab
penyakit tertentu. Indikator yang paling peka untuk menentukan status
kesehatan masyarakat di suatu wilayah : IMR dan MMR), Fertilitas (tingkat
kelahiran, tingkat kesuburan), Handicap (kecacatan). Dampak program ini
tidak diukur langsung oleh pihak Puskesmas, melainkan oleh Depkes R,
BKKBN, atau lembaga lain melalui Survai Kesehatan Rumah Tangga (SKRT),
Survai Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), Surkesnas yang dilakukan

setiap 5 tahun sekali.

Pelayanan kesehatan sendiri memiliki stratifikasi yang berbeda dengan
organisasi yang lain, demikian pula strata pelayanan kesehatan yang dianut oleh
tiap negara tidaklah sama, namun secara umum dikelompokkan menjadi tiga

macam yaitu: (Azwar, 1996)

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health services)

Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit
ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka

(promosi kesehatan). Yang dimaksud pelayanan kesehatan tingkat pertama
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adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (basic health services), yang
sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai
strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya
pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat rawat jalan (ambulatory/out
patient services). Bentuk pelayanan ini di indonesia adalah Puskesmas,

Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Balkemas.

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services)

Yang dimaksud pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan
kesehatan yang lebih lanjut yang diperlukan oleh kelompok masyarakat yang
memerlukan rawat inap (in patient services) yang sudah tidak dapat ditangani
oleh pelayanan kesehatan primer dan memerlukan tersedianya tenaga-tenaga

spesialis. Bentuk pelayanan ini misalnya rumah Sakit tipe C dan tipe D.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services)

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah
pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien
yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder, bersifat
lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh semua tenaga
superspesialis. Bentuk pelayanan ini di Indonesia adalah Rumah Sakit tipe A dan
tipe B.

Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama di
Indonesia, pengelolaan program kerja Puskesmas berpedoman pada empat
asas pokok yakni: (Depkes, 1991)

1. Asas pertanggungjawaban wilayah

Dalam melaksanakan program kerjanya Puskesmas harus melaksanakan
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asas pertanggungjawaban wilayah. Artinya, puskesmas harus bertanggung
jawab atas semua masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerjanya. Wilayah
kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan.
2. Asas peran serta masyarakat

Dalam menyelenggarakan program kerjanya Puskesmas harus
melaksanakan asas peran serta masyarakat. Artinya, berupaya melibatkan
masyarakat dalam menyelenggarakan program tersebut. Peran serta masyarakat
dalam bidang kesehatan masyarakat secara keseluruhan disebut Pembangunan
Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Sedangkan wadah peran serta
masyarakat dalam program kesehatan masyarakat dikenal dengan nama
Posyandu.
3. Asas keterpaduan

Dalam menyelenggarakan program kerjanya, Puskesmas harus
melaksanakan asa keterpaduan. Artinya, berupaya memadukan kegiatan
tersebut bukan saja dengan program kesehatan lain (lintas program), tetapi juga
dengan program dari sektor lain (lintas sektoral). Dengan dilaksanakannya asas
keterpaduan ini, berbagai manfaat akan dapat diperoleh. Bagi Puskesmas dapat
menghemat sumber daya, sedangkan bagi masyarakat, lebih mudah
memperoleh pelayanan kesehatan.
4. Asas rujukan

Puskesmas harus mampu melaksanakan asa rujukan. Artinya, jika tidak
mampu menangani suatu masalah kesehatan harus merujuknya ke sarana

kesehatan yang lebih mampu.

a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
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Pusat Kesehatan Masyarakat yang lebih dikenal dengan puskesmas
merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan
yang bersifat menyeluruh meliputi upaya pelayanan promotif, preventif, kuratif
serta rehabilitatif dan terpadu, merata, dapat diterima oleh masyarakat dengan
peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat ditanggung
bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Titik berat pelayanan diarahkan pada
masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa
mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. (Depkes RI, 1991).

Dalam Sistem Kesehatan nasional, Puskesmas adalah unit pelaksana
teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang Dbertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas
mempunyai peranan yang sangat penting yakni sebagai ujung tombak pelayanan
kesehatan dan sebagai pusat pembangunan kesehatan terdepan.

Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat di
Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Puskesmas adalah suatu unit
fungsional yang berffungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat
pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat
pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya
secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan pada suatu masyarakat
yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah tertentu. (Azwar, 1996).

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang menyeluruh adalah
pelayanan kesehatan yang meliputi promotif (peningkatan kesehatan), preventif
(pencegahan penyakit), kuratif (penyembuhan penyakit), rehabilitatif (pemulihan

kesehatan) dan ditujukan untuk semua golongan umur serta jenis kelamin.
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Menurut WHO, pengertian terpadu dan terintegrasi apabila dilihat dari
aspek fungsional, integrasi adalah upaya untuk menyatukan berbagai fungsi dan
struktur administratif yang berdiri sendiri sehingga menjadi satu kesatuan.
Sedangkan apabila dilihat dari aspek pengorganisasian pelayanan kesehatan
terintegrasi yaitu berbagai jenis upaya kesehatan ditujukan untuk melindungi
kesehatan masyarakat wilayah tertentu dibawah satu administrasi dan satu
pimpinan.

Wilayah kerja puskesmas bisa satu kecamatan atau sebagian kecamatan
dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan

geografis, dan keadaan infrastruktur lainnya.

b. Upaya Penyelenggaraan Puskesmas

Dalam upaya terwujudnya pembangunan kesehatan melalui puskesmas,
puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan
dan upaya kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem
kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya
kesehatan tersebut dikelompok menjadi dua yakni; (Depkes RI, 2004).

1. Upaya Kesehatan Wajib

Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan
berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya
ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan
wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada diwilayah
Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah:

a. Upaya Promosi Kesehatan

b. Upaya Kesehatan Lingkungan
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(@)

. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana

d. Upaya Perbaikan Gizi

(]

. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

—h

Upaya Pengobatan

N

. Upaya Kesehatan Pengembangan

Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya  yang
ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat
serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan
pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah

ada, yakni;

]

. Upaya Kesehatan Sekolah

b. Upaya Kesehatan Olah Raga

c. Upaya Perawatan Kesehatan masyarakat
d. Upaya Kesehatan Kerja

e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

f. Upaya Kesehatan Jiwa

g. Upaya Kesehatan Mata

h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut

i. Upaya pembinaan Pengobatan Tradisonal

4. Manajemen Puskesmas

Manajemen sebagai proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen
yang ada. Fungsi manajemen yang dimaksud adalah langkah-langkah yang
penting dan wajib dikerjakan oleh seorang manjer untuk mencapai tujuan

organisasi. Fungsi manajemen yang digunakan oleh Depkes RI (sekarang
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Kementerian Kesehatan RI) diambil dari fungsi manajemen menurut Terry yang
terdiri dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC). (Muninjaya,
1999)

Untuk menunjang pelaksanaan program dan fungsinya, puskesmas
memerlukan suatu sistem manajemen yang memadai, sebelum mengetahui
manajemen puskesmas, sebaiknya mengetahui dahulu manajemen kesehatan.
Manajemen kesehatan merupakan salah satu subsistem dalam Sistem
Kesehatan nasional. Subsistem manajemen kesehatan adalah tatanan yang
menghimpun berbagai upaya administrasi kesehatan yang ditopang oleh
pengelolaan data data dan informasi pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu
dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang
setinggi-tingginya. (Depkes, 2004).

Notoatmojo (1996: 74) mengemukakan manajemen kesehatan adalah
suatu kegiatan atau seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan non
petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program
kesehatan, dengan kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah
penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat,
sehingga yang menjadi objek atau sasaran manajemenadalah sistem pelayanan
kesehatan.

Manajemen puskesmas memiliki objek yang lebih luas dan dapat
digambarkan sebagai suatu rangkaian roda yang bekerja secara sinergik
sehingga menghasilkan output yang tepat, sesuai dan efisien.

Manajemen puskesmas didefenisikan sebagai rangkaian kegiatan yang

bekerja secara sistematis untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif
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dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan puskesmas
membentuk fungsi-fungsi manajemen.

Dalam rangka meningkatkan fungsi puskesmas maka fungsi manajemen
puskesmas merupakan unsur manajemen puskesmas yang paling penting. Ada 3
(tiga) fungsi manajemen puskesmas yang dikenal yakni P1= Perencanaan, P2=
Penggerakan Pelaksanaan , serta P3= Pengawasan, Pengendalian dan
Penilaian. Semua fungsi tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan

berkesinambungan (Depkes, 2004).

a. Perencanaan (P1)

Fungsi perencanaan pada puskesmas dikenal dengan sebagai
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) dapat diartikan sebagai suatu proses
yang sistematis untuk menyusun atau mempersiapkan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Puskesmas pada waktu yang akan datang untuk
meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam
upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat.(Depkes, 2000).

Perencanaan tingkat puskesmas akan memberikan pandangan
menyeluruh terhadap semua tugas, fungsi dan peranan yang akan dijalankan
dan menjadi tuntunan dalam proses pencapaian tujuan puskesmas secara
efisien dan efektif. Perencanaan puskesmas merupakan inti kegiatan manajemen
puskesmas, karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh
perencanaan.

Perencanaan puskesmas adalah fungsi manajemen puskesmas yang
pertama dan menjadi landasan serta titik tolak pelaksanaan fungsi-fungsi
manajemen lainnya. Semua kegiatan dan tindakan manajemen puskesmas

didasarkan dan disesuaikan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Ini
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berarti, setelah perencanaan disusun, kemudian struktur organisasi, tata kerja,
dan personalia puskesmas yang akan melaksanakan tugas organisasi ditentukan
(fungsi pengorganisasian).

Selanjutnya personalia yang bekerja dalam organisasi puskesmas
digerakkan dan diarahkan agar mereka bertindak dan bekerja secara efektif
untuk mencapai tujuan puskesmas yang direncanakan (fungsi penggerakan dan
pelaksanaan). Semua aktifitas personalia dan organisasi puskesmas diawasi,
dipantau, dan dibimbing agar aktifitas tetap berjalan sesuai tujuan dan target
kinerja puskesmas (fungsi pengawasan dan pengendalian). Kemudian dilakukan
penilaian untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pegawai dan organisasi
puskesmas.

Penilaian meliputi masukan, proses transformasi/konversi yaitu
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dan pelaksanaan program dan kegiatan
serta pelayanan kesehatan puskesmas. Kemudian hasilnya dibandingkan
dengan tujuan dan target kinerja puskesmas yang telah ditetapkan (fungsi
penilaian).

Perencanaan kesehatan, menurut Muninjaya (2004) adalah suatu proses
untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di
masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya vyang tersedia,
menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah
praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Adapun tujuan perencanaan tingkat puskesmas sebagai Dberikut:
(Depkes,2000)

1. Dapat disusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) puskesmas yang akan

dilaksanakan tahun berikutnya, dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan
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pelayanan-pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di
wilayah kerjanya

2. Dapat disusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) puskesmas setelah
diterimanya alokasi sumber daya dari berbagai sumber terutama Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan), dalam rangka memantapkan

penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam tahun yang sedang berjalan.

Kegiatan yang direncanakan adalah semua kegiatan yang telah menjadi
program-program kesehatan pokok yang diprioritaskan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota, dan program spesifik yang sesuai kebutuhan puskesmas yang
meliputi cakupan, mutu pelayanan, dan manajemen sumber daya. Tahapan

perencanaan tingkat puskesmas sebagai berikut: (Depkes, 2000)

1. Tahap Persiapan
a) Kepala puskesmas membentuk Tim Penyusun rencana tingkat puskesmas
yang beranggotakan beberapa staf yang dianggap mempunyai
kemampuan yang memadai
b) Kepala puskesmas memberikan pengarahan agar anggota-anggota tim
mempunyai motivasi yang kuat untuk keberhasilan pembuatan
perencanaan tingkat puskesmas
c) Mempelajari petunjuk dan pengarahan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
tentang hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan.
2. Tahap analisis situasi
Analisis situasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi/data
diwilayah kerjanya, kemudian diadakan analisis sehingga diperoleh gambaran

keadaan dan masalah di suatu puskesmas.



37

a) Pengumpulan data dasar

Data dasar perlu dikumpulkan sebagai langkah awal perencanaan

untuk mengukur suatu keberhasilan. Jenis data yang dikumpulkan :

1. Data situasi umum dan lingkungan

2. Data khusus meliputi:

a

b.

. data status kesehatan

data pola penyakit

Kejadian Luar Biasa

. cakupan pelayanan kesehatan yang bersumber dari evaluasi kinerja
puskesmas/stratifikasi

. cakupan tiap-tiap desa di wilayah kerja puskesmas dimana
pelayanan kesehatan itu merupakan program prioritas Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
kepatuhan petugas dalam menyampaikan pelayanan kesehatan

. kepatuhan petugas atas manajemen alat

. kepatuhan petugas atas manajemen obat
jenis dan sumber daya berupa ketersediaan obat, alat, tenaga dan

keuangan.

b) Analisis data

1

2

. Melakukan analisis situasi kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya

dengan memperhatikan kesakitan, kematian, perilaku masyarakat,

peran serta swasta dan masyarakat, kependudukan dan geografi

. Data situasi tingkat pencapaian hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan

Dasar (PKD) untuk tiap-tiap desa dapat diperoleh dengan

menghitung/tabulasi dai Register Kohort pencapaian kasus yang
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dilayanai, dibandingkan dengan kasus yang seharusnyalyang
diinginkan sehingga diperoleh angka cakupannya

3. Data situasi kepatuhan terhadap protap simpul manajemen alat
bahwa tiap fungsi manajemen alat (pengadaan, penyimpanan,
distribusi, dan pemeliharaan) telah ada prosedur kerjanya (SOP).
Tingkat kepatuhan diperoleh dengan membandingkan pelaksanaan
SOP oleh petugas dengan SOP yang disepakati.

4. Data situasi kepatuhan manajemen obat, sama seperti ad.3 diatas

5. Analisis terhadap ketersediaan jenis dan jumlah alat yang tersedia
dalam tahun lalu. Yang diperoleh dengan membandingkan
ketersediaan sumber daya tersebut dengan yang direncanakan

6. Dilakukan analisa data hasil survei jika ada

3. Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Berdasarkan hasil dari analisis situasi, dirumuskan masalah-masalah
yang ditemukan, baik masalah kesehatan, masalah operasional dan masalah
manajemen, kemudian masala-masalah tersebut dirumuskan alternatif
pemecahannya.

Adapun langkah-langkah penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
terdiri atas 2 langkah utama yaitu:

a) Analisa masalah dan analisa pemecahannya
1. ldentifikasi masalah-masalah
2. Membuat urutan priorotas masalah
3. Merumuskan masalah

4. Mencari kemungkinan penyebab masalah
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6.

7.
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Mengkonfirmasi penyebab masalah
Merumuskan alternatif cara pemecahan masalah

Menetapkan cara-cara pemecahan masalah

b) Penyusunan RUK terdiri dari:

1.

Menyusun kegiatan tahun yang akan datang

Kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan untuk tahun yang akan datang
terdiri dari kegiatan hasil langkah (a.7) dan kegiatan rutin (kegiatan yang
tidak bermasalah)

Menyusun kebutuhan sumber daya

Kebutuhan sumber daya yang diusulkan untuk tahun yang datang
adalah kebutuhan yang sudah menghitung ketersediaan sumber daya

yang ada pada tahun ini.

. Merekap usulan kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan ke dalam

format RUK puskesmas

4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

Langkah-langkah penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

sebagai berikut:

a)

b)

Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui
Menyusun rancangan awal, rincian dan volume kegiatan yang akan
dilaksanakan serta sumber daya pendukung menurut bulan dan
lokasi.

Mengadakan Lokakarya Mini Tahunan, untuk membahas
kesepakatan RPK. Pertemuan penyelenggaraan pembuatan RPK

dianjurkan untuk dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan
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Lokakarya Mini Tahunan puskesmas, sehingga RPK yang terbentuk
telah didukung Tim Kerja Puskesmas yang memiliki uraian tugas dan
tanggung jawab daerah binaan, serta rencana kerja Bulanan bagi

tiap-tiap anggota Tim kerja puskesmas itu.

Menurut menurut Wijono (1997) bentuk rencana operasional/rencana
pelaksanaan/POA dijabarkan berbentuk kolom sebagai berikut:

1. Kegiatan: mencantumkan semua riancian kegiatan rencana operasional
secara sistematis dan berurutan, yang mencakup tahapan persiapan, tahap
pelaksanaan dan tahap penilaian dari suatu kegiatan yang direncanakan.

2. Tujuan: mencantumkan hasil-hasil yang dicapai bila kegiatan tersebut
dilaksanakan dan ditulis secara jelas dan secara kuanitatif agar dapat
diketahui tingkat pencapaiannya dan mudah diukur.

3. Sasaran: mencantumkan siapa atau apa yang ingin dibenahi pada setiap
kegiatan yang dilakukan (baik sasaran populasi maupun sasaran
hasil/pencapaian program).

4. Biaya : mencantumkan besar dan sumber biaya yang direncanakan untuk
pelaksanaan program.

5. Waktu: mencantumkan saat kapan kegiatan tersebut direncanakan untuk
dimulai dan saat dapat diselesaikan.

6. Penanggung jawab: mencantumkan siapa atau organisasi apa yang
menjadi penanggung jawab kegiatan (dapat dicantumkan nama apabila
kegiatan dianggap kecil)

7. Rencana penilaian : mencantumkan rencana penilaian untuk melihat
proses pelaksanaan kegiatan guna mengetahui kegiatan berjalan sesuai

dengan rencana, dan rencana penilaian berupa luaran guna melihat
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pencapaian tujuan yang diharapkan.

Pada perencanaan, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu
rencana maka harus dibuat analisis hambatan yaitu usaha mengenal hambatan
yang mungkin timbul pada pelaksanaan suatu rencana yang dapat
menggagalkan tujuannya, dan penetapan tindakan penanggulangan/mengurangi
faktor penghambat apabila hal tersebut benar-benar terjadi, sekaligus
mempertimbangkan faktor penunjang rencana pelaksanaan (Wijono, 1997).

Menurut Collins dan Laughlin (1998) proses perencanaan dibagi dalam
tiga tahap yaitu analisis situasi dan keadaan saat ini, menentukan keadaan masa
depan yang dikehendaki, serta pelaksanaan dan strategi untuk mencapainya.

Analisis situasi membutuhkan keterampilan dalam mengumpulkan data
yang akurat, membangun informasi jaringan kerja dan menilai budaya organisasi.
Sedangkan kegiatan tahap menentukan keadaan masa depanberupa
membentuk tim perencanaan, menentukan tujuan, visi dan misi, serta menggali
gagasan baru melalui curah pendapat, teknik delpi dan sebagainya. Sedangkan
pada tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah evaluasi POA, langkah
operasional bagaimana target dapat dicapai, kapan pelaksanaan dan sumber
daya yang dilibatkan.

Perencanaan efektif haruslah didasarkan atas fakta-fakta dan informasi
dan tidak atas emosi dan keinginan. Fakta-fakta yang bersangkutan langsung
dengan situasi yang dalam pembahasan, dikaitkan engan pengalaman dan
pengetahuan manajer. Pada dasarnya perencanaan dalah suatu proses
intelektual. Perencanaan yang memadai harus berlangsung sebelum kegiatan.

(Terry, 1999).
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b. Penggerakan Pelaksanaan

Penggerakan pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
memperoleh kesempatan kerjasama dalam tim, pembagian tugas, tanggung
jawab daerah binaan dan penetapan rencana kegiatan masing-masing. (Depkes,
1993). Bentuk dari fungsi penggerakan pelaksanaan manajemen puskesmas
adalah lokakarya mini puskesmas, yang dilaksanakan secara tahunan,
tribulanan, dan bulanan. (Depkes,2000)

Rencana kerja yang telah disepakati pada penggalangan tersebut
selanjutnya menjadi pedoman kerja dalam bulan itu, pada minggu pertama bulan
berikutnya dilakukan pemantauan hasil kerja dan kualitas pelayanan, yang
antara lain dilakukan dengan cara menanyakan proses pelayanan kepada
petugas waktu pertemuan.

Hasil kerja masing-masing petugas selanjutnya akan dibandingkan dengan
rencana yang telah disepakati dan pemantauan ini akan diidentifikasi masalah-
masalah dan kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diketahui penyebabnya, dari
sebab tersebut maka upaya pemecahannya dapat dikelompokkan menjadi
masalah-masalah yang dapat dipecahkan secara intern puskesmas, masalah
yang memerlukan pemecahannya secara lintas sektoral tingkat kecamatan, dan
masalah yang harus diselesaikan pada dinas kesehatan untuk hal-hal yang tidak
dapat dipecahkan di kecamatan.

1. Tujuan Lokakarya Mini
Dalam Depkes (1993), untuk meningkatkan fungsi pelaksanaan puskesmas
melalui penggerakan pelaksanaan kegiatan puskesmas, bekerja dalam tim
dan membina kerja sama lintas program dan lints sektoral sehingga

tergalangnya kerja sama dalam tim antar petugas puskesmas dan
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terlaksananya penggerakan pelaksanaan kegiatan puskesmas melalui analisis

tugas dan pembagian daerah binaan berikut tanggung jawabnya serta

tersusunya rencana kerja bulanan bagi setiap petugas.

. Tahapan Lokakarya Mini

a) Penggalangan/ peningkatan kerjasama tim

Pada dasarnya dilakukan setahun sekali di lingkungan puskesmas sendiri,
dalam rangka meningkatkan kerjasama antar petugas untuk meningkatkan

fungsi petugas

b) Lokakarya Bulanan

Sebagai tindak lanjut lokakarya penggalangan, peningkatan kerjasama
dalam tim, setiap awal bulan berikutnya diadakan pertemuan bulanan.
Antar tenaga puskesmas untuk membandingkan rencana kerja bulan yang
lalu dengan hasil kegiatan serta cakupan daerah binaan, bila dijumpai
masalah akan dibahas dan dipecahkan bersama-sama, serta kemudian
menyususn rencana kerja bulan berikutnya bagi setiap tenaga.
Penggalangan/peningkatan kerjasama lintas sektoral

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan
sektor-sektor yang bersangkutan diperlukan kerjasama lintas sektoral,
dilaksanakan dalam satu pertemuan setahun sekali, untuk itu perlu
dijelaskan manfaat bersama dalam upaya pembinaan peran serta
masyarakat dalam bidang kesehatan bagi sektor-sektor bersangkutan.

Sebagai hasil pertemuan adalah kesepakatan rencana kerjasama
lintas sektoral dalam membina dan mengembangkan peran serta

masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya dalam rangka peningkatan
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kesejahteraan ibu (safe motherhood) dan kelangsungan hidup anak (child
survival)
d) Lokakarya tribulanan lintas sektoral
Sebagai tindak lanjut pertemuan penggalangan dan peningkatan
kerjasama lintas sektoral dilakukan pertemuan lintas sektoral setiap tiga
bulan sekali, pertemuan tersebut dilakukan untuk mengkaji hasil kegiatan
lalu dan kemudian disusun

kerja sama tiga bulan yang rencana

selanjutnya.

Adapun urutan topik yang dibahas dalam rapat kerja bulanan sebagai

berikut: (Depkes RI, 2000)

Gambar 2.

Skema Topik yang Dibahas dalam rapat Kerja Bulanan

TOPIK

Kejadian Luar

Ketidak puasan

Rencana kerja

Hasil éupervisi

Biasa penderita Bulan Lalu
\4
Jenis, jumlah Target/mutu Kegiatan Umpan balik :
keadaan alat, bulanan pelayanan untuk - Target/mutu
obat, tenaga, dan tingkat desa peningkatan - Uraian tugas

dana yang
tersedia

mutu dan
cakupan

Kerjasama tim
Kepatuhan
terhadap protap
dan rencana
keria
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c. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian

Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian (P3) merupakan fungsi yang
terakhir dari proses manajemen puskesmas. Fungsi P3 puskesmas dilakukan
guna menjamin bahwa semua kegiatan dan program serta fungsi puskesmas
yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. (Sulaeman,
2009).

Adapun fungsi Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian (P3)
puskesmas dilaksanakan bertujuan untuk :
1. Mencegah penyimpangan
2. Meluruskan penyimpangan

3. Membimbing pegawai puskesmas agar tidak menyimpang

Pengawasan, pengendalian dan penilaian adalah proses memperoleh
kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesmas
terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta kewajiban yang
berlaku. (Depkes RI, 2004)

1. Pengawasan.
Dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan eksternal.
Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung.
Pengawasan sekternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan
kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan
mencakup aspek administratif, keuangan dan teknis pelayanan. Apabila pada
pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana,
standar, peraturan perundang-undangan maupun berbagai kewajiban yang

berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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2. Pengendalian
Pengendalian dimaksudkan untuk memeriksa kegiatan dan pelaksanaan
program secara teratur agar dapat diketahui apakah kegiatan program
dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan apakah sesuai dengan
yang telah digariskan oleh kebijaksanaan program.

3. Penilaian
Melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan yang merupakan tujuan dari
manajemen puskesmas terutama kegiatan pokok puskesmas. Sumber utama
data dikumpulkan sebagian besar dari sistem pencatatan dan pelaporan yang

ada di puskesmas.

Menurut Wijono (1999), penilaian (evaluasi) adalah kegiatan untuk
membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah
ditentukan. Penilaian merupakan alat penting untuk membantu pengambilan
keputusan sejak tingkat perumusan kebijakan maupun pada tingkat pelaksanaan
program.

Penilaian tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil
guna perencanaan dan pelaksanaan program serta memberikan petunjuk dalam
pengelolaan tenaga, dana dan fasilitas untuk program yang ada sekarang dan
yang akan datang. Secara khusus, bahwa tujuan dari evaluasi program
kesehatan adalah untuk memperbaiki program-program kesehatan dan
pelayanannya untuk mengantarkan dan mengarahkan alokasi tenaga dan dana
untuk program dan pelayanan yang sedang berjalan dan yang akan datang.

Untuk terselenggaranya pengawasan, pengendalian dan penilaian
dilakukan kegiatan melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi (Depkes, 2004).

Supervisi merupakan baian dari proses pengawasan dan pengendalian untuk
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memastikan agar pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas sesuai
dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan sesuai standar yang
diharapkan (Wijono, 1999).

Supervisi adalah bagian dari proses pengendalian yang merupakan
tindak lanjut/follow-up kegiatan implementasi untuk memastikan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditetapkan
(Depkes RI, 1997).

Dalam Depkes Rl (1991), supervisi adalah suatu upaya pemberian
petunjuk serta saran dalam mengatasi permasalahan di lapangan sesuai dengan

tujuan organisasi agar dapat diperoleh hasil yang optimal.

B. Defenisi Konsep
Untuk menghindari penafsiran ganda maupun pengertian yang berbeda,
maka dalam penelitian ini konsep yang digunakan perlu didefenisikan sebagai
berikut:
1. Perencanaan (P1) adalah proses penyusunan perencanaan tingkat
puskesmas yang melalui tahap persiapan, analisis situasi, analisis data
sampai akhirnya tersusun Rencana Usulan kegiatan dan Rencana

Pelaksanaan Kegiatan.

2. Penggerakan Pelaksanaan (P2) adalah proses pelaksanaan; pembagian
tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, kegiatan lokakarya

mini.

3. Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian (P3) adalah kegiatan supervisi
yang dilakukan oleh kepala puskesmas dan dinas kesehatan, dan evaluasi

kinerja puskesmas.
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C. Konsep Pikir

Berdasarkan latar belakang, bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi
puskesmas maka fungsi manajemen puskesmas merupakan unsur manajemen
puskesmas yang paling penting. Ada 3 (tiga) fungsi manajemen puskesmas yang
dikenal yakni P1= Perencanaan, P2= Penggerakan Pelaksanaan , serta P3=
Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian. Semua fungsi tersebut harus
dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan (Depkes, 2004). Maka dapat
dibuat kerangka pikir penelitian ini berdasarkan Kepmenkes

128/MENKES/SK/11/2004, sebagai berikut:

Gambar 3.

Konsep pikir manajemen puskesmas

PERENCANAAN (P1)
1. Tahap persiapan
2. Tahap analisis situasi
3. Rencana usulan Kegiatan
(RUK)
4. Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK)

PENGGERAKAN
PELAKSANAAN( P2)
1. Pembagian tugas dan
tanggung jawab
2. Lokakarya mini

MANAJEMEN
PUSKESMAS

PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN
PENILAIAN (P3)

1. Supervisi
2. Evaluasi kinerja
puskesmas
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. Pertanyaan Penelitian

. Bagaimanakah manajemen Puskesmas Somba Opu pada fungsi
Perencanaan?

. Bagaimanakah manajemen Puskesmas Somba Opu pada fungsi
Penggerakan Pelaksanaan?

. Bagaimanakah manajemen Puskesmas Somba Opu pada fungsiPengawasan,

Pengendalian dan Penilaian?



